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BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk
Pegawai Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu
Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 54  Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1'78i1);




Menetapkan

13.

14.

15

16.

17.

18;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor
4 Tahun 2013 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2013 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor
7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Berita Dacrah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupat Tanjung Jabung
Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
Nomor 59);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 106)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2015 Nomor 39);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2021.




KESATU

KEDUA

Menunjuk Pegawai Pengurus Barang Pengguna dan
Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran
2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU mempunyai tugas scbagai berikut :

a.

membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan
dan penganggaran barang milik daerah;

menyiapkan usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik dacrah yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah;

membantu mengamankan barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan;

menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan
dan penghapusan barang milik daerah;

menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
menylapkan  Surat Permintaan Barang (SPB)
berdasarkan nota permintaan barang;

mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada
Pengguna Barang;

menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah
Penyaluran Barang (SPPB) vang dituangkan dalam
berita acara penverahan barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran
dan tahunan;

memberi label barang milik dacrah;

mengajukan permohonan persetujuan kepada
Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang
milik daerah dan menvimpan asli/fotokopi/salinan
dokumen penatausahaan,;

melakukan stock opname barang persediaan;




KETIGA

KEEMPAT

p. menyimpan dokumen, anatara lain : fotokopi/salinan
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan
menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang Pengguna Barang dan Laporan barang
milik daerah; dan

r.  membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna
Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Myéija Sabak
pada tanggal Jpnvarn 201

BUPATI TANJUNGJJABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

O EwN e

Gubernur Jambi di Jambi.

Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

Asisten Sekretariat Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
Yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

PENGURUS BARANG PENGGUNA PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
NO SATUAN KERJA <
NAMA/NIP JABATAN STRUKTURAL NAMA/NIP JABATAN STRUKTURAL
1 2 3 4 5 6
1% SEKRETARIAT DAERAH Kardani Fungsional Umum Rahmat Gunawan Fungsional Umum
19770522 200701 1 005 19840516 201001 1 003
Arjuni Hamzah Fungsional Umum

19830601 200604 1 014
Pembantu Pengurus Barang
Bagian Pemerintahan

Jiono Fungsional Umum
107 82012121001

Pe u Pen us Barang

Hagian kesejahteraan Rakva

B PO il

| 198340515 201001 1 020

Soravea., SE Ivaistihbag Penvusunan

1) 20021

Program

dri, A:Md Fungsional Umuim
19780817 201101 1 007
Pembantu Pengurus Barang
Bagian Lkonomi dan SDA




PENGURUS BARANG PENGGUNA PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA

NO SATUAN KERJA
NAMA/NIP JABATAN STRUKTURAL NAMA/NIP JABATAN STRUKTURAL

Sardi, A. Md Fungsional Umum
19770114 200801 1 002
Pembantu Pengurus Barang
Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa

Sajali Fungsional Umum
19820801 200501 1 002
Pembantu Pengurus Barang
Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan

Atep Kuswara, A.Md Fungsional Umum
19790507 201101 1 006
Pembantu Pengurus Barang
Bagian Organisasi

Ratna Ningsih Fungsional Umum

Fungsional Umum

1 B

urus Barang

‘ i Fungsional Umun
1970000, 200001 1T 010 |
Pembanta Pengurus Barang

| | Aula kinmtor Bupan

151 Fungsional Umum
201408 1 003

u Pengurus Barang
Rumah Dinas Bupati




PENGURUS BARANG PENGGUNA PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
NO SATUAN KERJA
NAMA /NIP JABATAN STRUKTURAL NAMA/NIP JABATAN STRUKTURAL
Sopian Fungsional Umum
19770809 200801 1 003
Pembantu Pengurus Barang
Rumah Dinas Wakil Bupati
Selamat Fungsional Umum
19790802 200701 1 005
Pembantu Pengurus Barang
Rumah Dinas Sekretaris
Daerah
2. SEKRETARIAT DPRD Rita Wati Fungsional Umum Martiano Fungsional Umum
19770122 200801 2 003 19750317 201408 1 001
3 INSPEKTORAT Yatono, S.IK Auditor Pertama Randi Anggelo, SE Analisis Laporan
19780103 200604 1 012 19910317 201903 1 002 Pertanggungjawaban
Bendahara
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Renita Novivanti, SE
190801110 200701 2 006
3 BADAN KEUANGAN DAERAH Pariono Funegsional Umum Hendra. SP sional Umum
19700317 2002121 003 19831019 200701 1 001
” |
G| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIR Ikrar Dinata, S 1d | Kasubbid Evaluasi dan Aditan, S0P | Fungsional Umun
19761214 200003 1 003 PPelaporan 19901027 202012 2 001
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN | Ahmad Habibi, A Md FFunesional Umum
SHM DAERAL 19791100 201001 1 011
8 I BADAN PENANGOULANGAN BENCANA Al Aziz T 1. Sk stonal Umun
YA RAL 19780401 200012 1 001
9, BADAN P ATIAN DAN PENGEMBANGAN Nefraunova, S.Pd kasul angan Darmawan Fungsional U
DAERAH 19850224 200903 2 004 Wilavah 19680313 201408 2 004
10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Muhari, S.Sos Fungsional Umum Surach [F'ungsional Umum
19830202 200801 1 002 19820500 200906 1 001




NO

SATUAN KERJA

PENGURUS BARANG PENGGUNA

PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA

NAMA/NIP

JABATAN STRUKTURAL

NAMA/NIP

JABATAN STRUKTURAL

12.

14.

[}

16.

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

DINAS PERIKANAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| DINAS PENDIDIKAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

| SIP1L

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Anang Trivono, SH
19830629 200701 1 002

Bagia Perkasa
19810902 200801 1 003

Yatiman Syuryadi
19790117 200901 1 000

Pathur Rahman, A.Md
19740103 200604 1 002

R. Andro Wirawan, S.ST.P1
19840126 201101 1 002

Eddy Ibrahim Safari
19790111 199903 1 002

Adrijal
19810618 200901 1 009

Sumardi. A.Md
197800220 200801 1 003

1. AME
) 200003 2003

1GRIOKT0 201212 1 001

19820 1 201212 2 003

Abdul Rahman
19750829 200701 1 018

Triawan
19720808 201212 1 001

Fungsional Umum

Fungsional Umum

Fungsional Umum

Fungsional Umum

Kasi Kenelayanan dan Usaha

Perikanan Tangkap

Fungsional Umum

Fungsional Umum

Fungsional Umum

Funesional Limum

Fungsional Umum

Funesional Uimuam

Fungsional Uimum

Fungsional Umum

Karningsih, S.Kom
19820421 201001 2 024

Abdul Muttaqin, AM.KG
19840901 200903 1 009

Suarnak
19830408 200801 1 002

Khairil Fadhli Z, S.Kom
19811112 201001 1 010

Mutinah, A.Md
19841010 201101 2018

Husma Istiqomah. S.Pdh
198012

1 200803 2001

. kep
1 004

2007011 020

Sueene

1OK3OK12 201212 1 003

Abdul k
1972083

200901 1 004

Ayub
19660904 201212 1 001

Kasi Penguatan Kelemba
gaan Pemenuhan Hak Anak

Fungsional Umum

Fungsional Umum

Fungsional Umum

Fungsional Umum

IFungsional Umum

Lmum

Fungsional Thimum

Fungsional Umum

Fungsional Umum
g




PENGURUS BARANG PENGGUNA

PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA

19820615 200901 1 006

Fungsional Umum

19711010 200701 1 048

NO SATUAN KERJA .
NAMA/NIP JABATAN STRUKTURAL NAMA/NIP JABATAN STRUKTURAL
24, DINAS PERHUBUNGAN Rudiyanto, A.Md Fungsional Umum Nop Modi Fungsional Umum
19760315 200701 1 008 19801105 200604 1 018
25. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tori Hartato, S.Kom Kasi Keamanan Informasi Novendra Effendi, SH Kasi Pengelolaan Komunikasi
19800125 201001 1 010 dan Sandi 19811128 201001 1 019 dan Informasi Publik
26. | DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN Yogi Tuminggar, A.Md Fungsional Umum Herma Novita Sari, SE Fungsional Umum
DAN OLAHRAGA 19821102 201101 1 006 19841122 200212 2 002
27. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL Tri Wahyuni, SE Kasi Pengembangan, - -
DAN MENENGAH 19820207 201001 2 017 Penguatan dan Perlindungan
Usaha Koperasi
28. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP Donal Ade Putra, S.Hut Kasi Penanganan dan Opip Tomi, A.Md Fungsional Umum
19821216 201001 1 013 Pengurangan Sampah 19841029 200604 1 006
29. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Abdul Gafar, SE Fungsional Umum Novita Lisa, A.Md Fungsional Umum
TERPADU SATU PINTU 10831102 201001 1 011 10871116 201001 2016
30 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Fungsional Umum Mardius, A.Md Fungsional Umuim
19850806 200701 1 004 190820511 201101 1 011
[ 31 SATUAN POLIST PAMONG PRAJA DAN Fungsional Unmum Misgiono e
_ PPEMADAM KEBAKARAN OO 1973051 320001210062 |
MATT SARIT UMUM NERDIN HAMZAI \hdul Hamd, SKkM IFungsional Ui L hep " IFunesional Uimum
1OR0T 108 200803 1 001 ) 201108 1 001 |
230 | KANTOR CAMAT MUARA SABAK TIMUR Made Rivanto Fungsional Um w nal Umum
1OK30219 200001 003 00701 1 007 #,
4| RANTOR CAMAT MUARA SABAR BARAI niraman dan 7
35, | KANTOR CAMAT KUALA JAMBI Jeki Romavzar. S.Pd Fungsional Umum Abdullih Fungsional Umum
10850525 200604 1 001 19800707 200701 1 002
36. KANTOR CAMAT MENDAHARA Ari Rivana Yuni Armin

Fungsional Umum




mu , _ PENGURUS BARANG PENGGUNA —
| NO SATUAN KERJA T _ ‘ —
| NAMA/NH _ AL RAL
| B ) S o T Ol AR L (LT S o N i - O i L 5 M N i
|
VAN ! I \ \ : 3 i el \1 WL Sapua i Lt
| 1O760316 200901 1 008 19780030 20012 1 000
| [
38. KANTOR CAMAT GERAGAI Mulyadi Fungsional Umum Akidek Fungsional Umum
19750805 200701 1 035 19750605 200906 1 001
30. | KANTOR CAMAT DENDANG riansyah Kasi Trantib Juprianta Fungsional Umum
19711221 199303 1 001 19650602 200701 1 029
1O, | KANTOR CAMAT RANTAU RASAL Chandra kasi Pemerintahan Warsim Fungsional Umum
1919 2( 10820507 200001 1 009
11 KANTOR CAMAT BERBAK Ruslan sional Umum SH
01111 2012121002 )6 201101 1 004
i KANTOR CAMAT NIPAH PANJANG Zubn Fungsional Ui vh. HS. Sk Fungsional Umum
19720625 200906 1 002 197801115 201101 1 006
13 KANTOR CAMAT SADU Sulfa, ST Fungsional Umum Muhammad Fungsional Umum
19800214 201001 2 001 10691212 200701 1 052
N

BUPATI TANJUY

H. ROMI HARLYANTO




